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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di Indonesia, pendapatan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan 

terbesar pemerintah dan punya pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan 

peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Pajak ialah sebuah pungutan wajib yang harus dibayar oleh 

setiap warga negara kepada negara. Pungutan ini merupakan sumber penerimaan 

pemerintah dari sektor dalam negeri yang sejalan baik dengan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) untuk melaksanakan pembangunan negara yang lebih maju. Penerimaan 

pajak yang tinggi sebagai upaya nasional untuk memutus ketergantungan terhadap 

bantuan luar negeri tidak lepas dari peran masyarakat dalam memenuhi syarat 

hukum pembayaran pajak langsung maupun tidak langsung. Jika seluruh wajib 

pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya, tentu saja semakin besar pula 

penerimaan yang masuk dari sektor pajak. 

Saat ini, pemerintah menggarap sektor swasta yang memiliki potensi besar 

untuk penerimaan pajak yaitu usaha kecil dan menengah (UMKM). “Sebuah 

perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang 

dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang 

dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.” (Pemerintah Indonesia 2008). 

Secara umum, UMKM adalah sebuah bisnis yang dijalankan individu, rumah 
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tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM dilakukan 

berdasarkan nominal omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah 

karyawan.  Kehadiran UMKM dalam kondisi sulit dan tidak pasti menjadi perhatian 

khusus baik pemerintah pusat maupun daerah. UMKM mewakili sekitar 97% dari 

total ekonomi dan bertindak sebagai sumber pencipta lapangan kerja, inovasi, 

persaingan dan dinamisme ekonomi yang pada akhirnya mengarah pada 

pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan nasional. 

Daripada data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2022, terdapat 

66,18 juta sektor bisnis UMKM di Indonesia yang berkontribusi 63,97 persen 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang setara dengan Rp 8,6 triliun. Sektor 

UMKM memiliki peran penting dalam memperbaiki ekonomi Indonesia, yang 

terlihat dari kemampuannya untuk menyerap 97 persen dari tenaga kerja dan 

menarik investasi hingga 60,4 persen. (Mariana 2022) 

Jumlah UMKM di Indonesia yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah 

UMKM yang menjadi wajib pajak. Berdasarkan (Munthe 2021) dari sekitar 60 juta 

UMKM yang terregister sebagai wajib pajak, hanya sekitar 2 juta UMKM yang 

memenuhi kewajiban membayar pajak. Ini berarti, hanya sekitar 3,3% dari total 60 

juta UMKM yang melaksanakan kewajiban pajak mereka. Ini mengindikasikan dua 

kemungkinan. Pertama, menunjukkan betapa minimnya kesadaran para pelaku 

UMKM mengenai pajak yang menjadi fondasi penerimaan negara. Kedua, 

melukiskan bahwa pelaku UMKM merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban 

pajak mereka, terutama karena usaha mereka terdampak oleh pandemi. 

Tahun demi tahun, angka realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan, beberapa alasan yang dominan adalah 
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pemahaman yang belum memadai mengenai pajak di kalangan pelaku UMKM di 

Indonesia (Kamanjaya, Supriyanto, and Fadillah 2021). Sebagian besar pelaku 

UMKM mengalami kendala dalam pengelolaan laporan keuangan serta 

administrasi. Kondisi ini disebabkan oleh ketidaktersediaan sistem pencatatan yang 

menyeluruh. Ini terjadi karena perkembangan UMKM biasanya dimulai dari usaha 

individu, kemudian bertumbuh seiring waktu menjadi bentuk badan usaha dengan 

ukuran kecil dan menengah. Akibatnya, pengetahuan mereka mengenai pencatatan 

dan perpajakan menjadi tidak cukup. Faktor ini berkontribusi pada rendahnya 

tingkat kepatuhan di sektor UMKM. 

Industri F&B adalah salah satu sektor yang terus mengalami perkembangan 

di Indonesia. Permintaan terhadap barang-barang dari sektor makanan terus 

meningkat dan juga menjadi sumber pendapatan bagi negara karena peminatnya 

dapat mencapai ke mancanegara. Inilah yang mendorong para pelaku usaha, 

khususnya UMKM, untuk terjun ke ranah kuliner. Dalam lima tahun terakhir, 

jumlah UMKM di bidang kuliner di Kota Palembang menunjukkan pertumbuhan 

yang cukup berarti. Namun, pertumbuhan jumlah UMKM Kuliner ini tidak 

diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM Kuliner untuk melaksanakan 

kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat dilihat melalui data perbandingan antara 

jumlah UMKM Kuliner yang ada di Kota Palembang dengan jumlah UMKM 

Kuliner yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang seperti berikut: 
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Tabel 1.1 Data Wajib Pajak UMKM Kuliner Mikro  
di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang 

Tahun 

Jumlah UMKM 
Mikro Kuliner 

Terdaftar di 
Kota Palembang 

Jumlah 
UMKM Mikro 

Kuliner 
Kecamatan Ilir 

Barat 1 

Jumlah UMKM 
Mikro Kuliner 
Kecamatan Ilir 

Barat 1 Memiliki 
NPWP 

Persentase 

2018 18.388 723 329 45,50% 
2019 19.655 945 533 56,40% 
2020 25.130 1.302 709 54,45% 
2021 32.727 1.743 787 45,15% 
2022 35.054 2.078 856 41,19% 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang dan KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat 

 

Tabel tersebut menunjukkan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terjadi 

peningkatan jumlah UMKM Kuliner yang signifikan di Kota Palembang dan juga 

diiringi dengan kenaikan jumlah UMKM Kuliner terdaftar di KPP Pratama Ilir 

Barat Palembang. Tetapi peningkatan jumlah UMKM Kuliner yang terdaftar di Ilir 

Barat I dilihat dari proporsinya tidak sebanding dengan jumlah peningkatan 

UMKM Kuliner di Palembang. Adanya peningkatan jumlah UMKM Kuliner yang 

terdaftar dan memiliki NPWP tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah 

UMKM Kuliner yang ada di Kota Palembang. Jumlah UMKM Kuliner yang 

terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang tahun 2022 hanya mencapai 41,19% 

dari jumlah UMKM yang ada di Kota Palembang, sedangkan sisanya 58,81% masih 

belum memiliki NPWP. Dengan ini menunujukan bahwa di Kota Palembang masih 

terdapat permasalahan kepatuhan Wajib Pajak khususnya sektor UMKM bidang 

F&B. Turunnya jumlah UMKM yang memiliki NPWP berdampak pada kurang 

optimalnya penerimaan daerah kota Palembang. Ini sangat disayangkan karena 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan dalam mendorong 

laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan 

besar sedang kesulitan dalam mengembangkan usahanya.   



5 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki beberapa 

karakteristik, seperti ketidakpastian pasar, ketidakpastian apakah dalam beberapa 

tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak. Informasi akuntansi 

diperlukan untuk pengambilan keputusan. Namun, praktik akuntansi keuangan 

pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih memiliki banyak 

keterbatasan dan kelemahan (Y. N. Sari, 2022). Selain itu, yang menjadi kelemahan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu adanya pembukuan yang tidak 

jelas (Y. N. Sari, 2022). Kelemahan-kelemahan di atas dapat menimbulkan 

perbedaan pemahaman dan kewajiban dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.. 

Terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari Undang-

Undang nya. Yang lama memakai PP 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu dan yang terbaru ialah UU HPP atau Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 Oktober 2021. Lalu, Presiden 

Joko Widodo resmi mengundangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan ini menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 

Oktober 2021. Undang-undang ini akan berlaku pada tahun pajak 2022 dan 

memiliki 5 (lima) tujuan utama, yaitu: 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung 

percepatan pemulihan perekonomian; 

2. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan 

nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, 

dan sejahtera; 
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3. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian 

hukum; 

4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang 

konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan 

5. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak” (Pemerintah Indonesia 

2021) 

Dahulu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dikenakan pajak 

penghasilan final sebesar 0,5 persen atas omzet hingga 4,8 miliar setiap tahunnya 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Namun, akibat dampak 

signifikan dari pandemi yang dihadapi oleh pelaku UMKM, Pemerintah berusaha 

untuk terus memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan keberlangsungan sektor 

yang memiliki peranan krusial dalam mendorong perekonomian ini. 

Sebagai bentuk dukungan perlindungan terhadap UMKM, Pemerintah 

mengeluarkan kebijakan melalui penetapan UU HPP untuk pelaku UMKM orang 

pribadi. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menyatakan bahwa “UMKM 

yang mendapat penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar per tahun akan 

dikenakan pajak penghasilan sekitar 30%. Sementara bagi yang penghasilannya di 

atas Rp 5 miliar dikenakan pajak 35%”. = pada kebijakan tarif PPh final UMKM 

2022 terbaru, pemerintah melalui pengesahan UU HPP baru berencana 

membebaskan PPh untuk UMKM pribadi dengan omzet di bawah Rp 500 juta per 

tahun.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

sosialisasi dan pemahaman prosedur perpajakan wajib pajak UMKM dengan 

menyasar UMKM kategori usaha mikro yang memiliki NPWP. Penelitian ini 
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ditujukan untuk Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah yang terdaftar di 

Palembang. Penelitian ini berjudul “Analisis Sosialisasi dan Pemahaman 

Prosedur Perpajakan Wajib Pajak Terhadap UMKM (Studi Kasus UMKM 

Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada Latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diangkat 

pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sosialisasi prosedur Perpajakan UMKM Kecamatan Ilir Barat 

1 Kota Palembang? 

2. Bagaimana pemahaman prosedur perpajakan pada Wajib Pajak UMKM 

Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berlandaskan rumusan masalah tersebut, didapat pencapaian tujuan 

penelitian disusun sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis sosialisasi prosedur perpajakan pada Wajib Pajak 

UMKM Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. 

2. Untuk mengetahui pemahaman mengenai prosedur perpajakan pada 

Wajib Pajak UMKM Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut, semoga riset ini dapat bermanfaat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diuraikan di bawah ini:  
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dalam 

ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu 

ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pajak Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM). 

2. Manfaat Praktis 

Dapat digunakan sebagai rujukan untuk meningkatkan pengetahuan 

serta sebagai pedoman bagi para ilmuwan yang akan melaksanakan studi, 

terutama yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Transkrip Wawancara Terhadap Wajib Pajak UMKM Mikro 

Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang 

 

ANALISIS SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PROSEDUR 

PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP UMKM Mikro 

(Studi Kasus UMKM Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang) 

Nama : Mba Tiara 

Usaha: Bakery (Pappachels) 

Pertanyaan : Siapa Nama Mba? 

Jawaban : Mba Tiara 

Pertanyaan : Dimana Alamat usaha ini? 

Jawaban : Jl. Srijaya Negara, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, 

Sumatera Selatan 30139 

Pertanyaan : Sudah berapa lama usaha ini berdiri? 

Jawaban : Usaha ini berdiri sekitar 5 tahun 

Pertanyaan : Apakah bisnis yang mba jalankan ini termasuk kategori bisnis 

UMKM Mikro? 

Jawaban : Iya benar 

Pertanyaan : Apakah anda mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

serta sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, 

membayar, melapor)? 

di Indonesia? 

Jawaban : Untuk pengetahuan pajak dan pemahaman pajak saya telah 

mengetahui dan memahaminya karena saya ikut sosialisasi dan juga 

jika masih kurang paham saya bisa langsung browsing sendiri 

mengenai pajak. Pengetahuan pajak ini sangat penting agar 

memudahkan saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan pajak 

serta manfaatnya bagi saya untuk mengetahui penghasilan yang saya 

terima setelah dikenakan pajak atau pencatatan pembukuan 

keuangan saya tertata rapi dan jelas.” 
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Pertanyaan : Sebagai wajib pajak, apakah anda mengetahui cara pendaftaran dan 

memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak? 

Jawaban : Ya, saya mengetahui cara pendaftarannya. Saya sudah memiliki 

NPWP sebagai identitas wajib pajak. 

Pertanyaan : Sebagai Wajib Pajak, apakah anda mengetahui bagaimana cara 

mengisi SPT dengan benar dan membayar pajak dengan benar? 

Jawaban : Ya, saya sudah paham cara megisi SPT dan membayar pajak 

dengan benar. 

Pertanyaan : Apakah anda mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu 

pelaporan SPT? 

Jawaban : Ya, saya sudah mengetahui peraturan mengenai batas waktu 

pelaporan. 

Pertanyaan : Sebagai wajib pajak apakah anda memahami tentang self 

assessment system memberikan wewenang sepenuhnya kepada 

wajib pajak bukan pada petugas pajak dalam urusan perpajakan? 

Jawaban : Ya Sebagai wajib pajak, saya tahu bahwa sistem self-assessment 

memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak. 

Pertanyaan : Sebagai wajib pajak, apakah anda memahami poin-poin penting 

dalam Undang–Undang Harmoniasasi Peraturan Perpajakan yang 

berpengaruh bagi anda? 

Jawaban : Ya saya memahami poin-poin penting dalam UU HPP. Kesadaran 

dan pengetahuan mengenai perubahan ini sangat penting untuk 

menjalankan kewajiban perpajakan. 

Pertanyaan : Apakah pemberian informasi tentang pentingnya pajak sangat 

diperlukan? 

Jawaban : Ya, pemberian informasi tentang pentingnya pajak sangat 

diperlukan. Karena membantu meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang bagaimana pajak, patuh dalam membayar pajak tepat waktu 

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pertanyaan : Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran & 

pemahaman wajib pajak? 
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Jawaban : Ya, dengan adanya sosialisasi kami sebagai wajib pajak jadi sadar 

dan paham terhadap pelaporan pajak yang tepat waktu dan benar 

Pertanyaan : Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dari Pemerintah/Petugas 

DJP mengenai UMKM? 

Jawaban : Ada. 

Pertanyaan : Apakah saudara telah memahami pengisian formulir SPT dengan 

jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan karena ada nya sosialisasi 

dari Pemerintah/Petugas DJP?  

Jawaban : Ya sudah paham.  

Pertanyaan : Apakah saudara memahami dan mengetahui peraturan perpajakan 

melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah/Petugas DJP? 

Jawaban : Ya benar, Saya juga merupakan Mahasiswi Fakultas Ekonomi jadi 

sangat paham mengenai peraturan perpajakan tersebut. 
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ANALISIS SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN PROSEDUR 

PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP UMKM Mikro 

(Studi Kasus UMKM Kuliner Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang) 

Nama : Ibu Natasya Aisyah 

Usaha: Love Bites 

Pertanyaan : Siapa Nama Ibu? 

Jawaban : Ibu Natasya Aisyah  

Pertanyaan : Dimana Alamat usaha ini? 

Jawaban : Jl. PDAM, gg Family No. 1765 

Pertanyaan : Sudah berapa lama usaha ini berdiri? 

Jawaban : Usaha ini berdiri sudah hampir 5 tahun 

Pertanyaan : Apakah bisnis yang ibu jalankan termasuk kategori bisnis UMKM 

Mikro? 

Jawaban : Iya benar 

Pertanyaan : Apakah anda mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

di Indonesia? 

Jawaban : Saya mengetahui apa pajak dan tata cara dalam pajak.” 

Pertanyaan : Apakah anda paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan 

saat ini (menghitung, membayar, melapor)? 

Jawaban : Dalam pemahaman pajak mungkin tidak sepenuhnya yang saya 

pahami apalagi mengenai sistem perpajakan masih kurang paham, 

Pertanyaan : Sebagai wajib pajak, apakah anda mengetahui cara pendaftaran dan 

memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak? 

Jawaban : Ya, saya mengetahui cara pendaftarannya. Saya sudah memiliki 

NPWP sebagai identitas wajib pajak. 

Pertanyaan : Sebagai Wajib Pajak, apakah anda mengetahui bagaimana cara 

mengisi SPT dengan benar dan membayar pajak dengan benar? 

Jawaban : Tidak mengerti sama sekali. 

Pertanyaan : Apakah anda mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu 

pelaporan SPT? 

Jawaban : Ya, saya sudah tahu mengenai batas waktu pelaporan. 
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Pertanyaan : Sebagai wajib pajak apakah anda memahami tentang self 

assessment system memberikan wewenang sepenuhnya kepada 

wajib pajak bukan pada petugas pajak dalam urusan perpajakan? 

Jawaban : Ya sebagai wajib pajak, saya tahu bahwa sistem self-assessment 

memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak. 

Pertanyaan : Sebagai wajib pajak, apakah anda memahami poin-poin penting 

dalam Undang–Undang Harmoniasasi Peraturan Perpajakan yang 

berpengaruh bagi anda? 

Jawaban : Tidak tahu sama sekali. 

Pertanyaan : Apakah pemberian informasi tentang pentingnya pajak sangat 

diperlukan? 

Jawaban : Ya sangat amat diperlukan pemberian informasi tentang pentingnya 

pajak apalagi untuk kami selaku wajib pajak UMKM. 

Pertanyaan : Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran & 

pemahaman wajib pajak? 

 

Jawaban : Ya, dengan adanya sosialisasi kami sebagai wajib pajak jadi sadar 

dan paham terhadap pelaporan pajak yang tepat waktu dan benar 

Pertanyaan : Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dari Pemerintah/Petugas 

DJP mengenai UMKM? 

Jawaban : Sampai saat ini belum ada. 

Pertanyaan : Apakah saudara telah memahami pengisian formulir SPT dengan 

jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan karena ada nya sosialisasi 

dari Pemerintah/Petugas DJP?  

Jawaban : Tidak paham.  
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